
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 89 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang:  a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16            

ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 

melakukan perubahan susunan organisasi Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur;  

 

Mengingat:  1.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950; 

 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 

Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur  Nomor 102); 

MEMUTUSKAN: . . . 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

di bidang kesehatan. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah Provinsi. 

Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, terdiri atas: 

a. Sekretariat, membawahi: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi: 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 

Olahraga; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

membawahi: 

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular; 

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular dan Kesehatan Jiwa; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi: 

1. Seksi Kefarmasian; 

2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

g. UPT; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 

 

 

(4)  Subbagian . . . 



- 5 -  

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang. 

 

BAB III 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian  Kesatu Dinas 

 

Pasal 4 

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi di bidang kesehatan serta tugas pembantuan. 

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

 

Pasal 5 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  (1)  

huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat 

dan protokol. 

(2)  Sekretariat . . . 
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(2) Sekretariat dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan 

kesehatan; 

b. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan 

perizinan; 

c. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. pengelolaan administrasi keuangan; 

e. pengelolaan administrasi perlengkapan; 

f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah; 

g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan 

masyarakat dan protokol; 

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran 

dan perundang-undangan; 

i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum 

(non yustisia) di bidang kepegawaian; 

j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang; 

k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 

l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan 

tata laksana; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

Pasal 6 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, 

pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah 

Dinas, kearsipan dan perpustakaan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan 

keprotokolan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan 

masyarakat; 

d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan 

kepegawaian; 

 

e. menyiapkan . . . 



- 7 -  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik 

daerah; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi; 

g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non 

yustisia) di bidang kepegawaian; 

h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi 

ketatalaksanaan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi 

kesekretariatan penilaian angka kredit jabatan fungsional 

rumpun kesehatan; 

j. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan perundang-undangan; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi 

sarana penyimpanan barang medis dan non medis; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Kesehatan Masyarakat 

 

Pasal 7 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional serta koordinasi di bidang kesehatan keluarga 

dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

kesehatan olahraga. 

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan  tugas  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; 

 

c. pelaksanaan . . . 
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c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga 

dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

kesehatan olahraga; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, 

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 

olahraga; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas. 

 

Pasal 8 

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

angka 1 mempunyai tugas: 

a. menyusun perencanaan program kesehatan maternal, 

neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, 

usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, 

perlindungan keluarga serta gizi masyarakat; 

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program 

kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, 

usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga 

berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program 

kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, 

usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga 

berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat; 

 

d. menyiapkan . . . 
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d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak 

prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan 

keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga 

serta gizi masyarakat; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang 

kesehatan maternal,  neonatal, balita, anak prasekolah, 

usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga 

berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 

maternal,  neonatal, balita, anak prasekolah, usia 

sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga 

berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat; 

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang kesehatan 

maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia 

sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga 

berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi 

masyarakat; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

program kesehatan maternal, neonatal, balita, anak 

prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan 

keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga 

serta gizi masyarakat; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

(2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 

Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 2 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan 

pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan 

serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan 

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan 

kerja dan kesehatan olahraga; 

b. menyiapkan . . . 
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b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan 

dan penyehatan udara, tanah dan kawasan serta 

pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan 

surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan 

kesehatan olahraga; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program di 

bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan 

pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan 

serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan 

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan 

kerja dan kesehatan olahraga; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap di 

bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan 

pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan 

serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan 

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan 

kerja dan kesehatan olahraga; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis serta prosedur tetap di bidang 

penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan 

dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta 

pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan 

surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan 

kesehatan olahraga; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan 

air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan 

penyehatan udara, tanah dan kawasan serta 

pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan 

surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan 

kesehatan olahraga; 

 

g. menyiapkan . . . 
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g. menyiapkan bahan koordinasi tentang penyehatan air 

dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan 

udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah 

dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, 

kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan 

olahraga; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan 

pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan 

serta pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan 

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan 

kerja dan kesehatan olahraga; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 

Pasal 9 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta 

evaluasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada              

ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans 

epidemiologi dan karantina, imunisasi, pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 

penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya 

kesehatan jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan 

Zat Aditif (NAPZA); 

 

b. pelaksanaan . . . 
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi 

dan karantina, imunisasi, pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit 

zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan 

jiwa dan NAPZA; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans 

epidemiologi dan karantina, imunisasi, pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, 

penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya 

kesehatan jiwa dan NAPZA; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

surveilans epidemiologi dan karantina, imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit 

tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang surveilans epidemiologi dan karantina, 

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan 

penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan 

NAPZA; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

Pasal 10 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c 

angka 2 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung serta tular vektor dan zoonotik; 

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung serta tular vektor dan zoonotik; 

c. menyiapkan . . . 
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c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung serta tular vektor dan zoonotik; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular langsung serta 

tular vektor dan zoonotik; 

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

langsung serta tular vektor dan zoonotik; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

program pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular langsung serta tular vektor dan zoonotik; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan 

mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA; 

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan 

mulut, serta  kesehatan jiwa dan NAPZA; 

 

c. menyiapkan . . . 
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c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan 

mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program penyakit tidak menular, gangguan indera dan 

fungsional, penyakit gigi dan mulut, serta kesehatan 

jiwa dan NAPZA; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi 

dan mulut, serta kesehatan  jiwa dan NAPZA; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan 

mulut, serta kesehatan jiwa  dan NAPZA; 

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan 

mulut, serta  kesehatan jiwa dan NAPZA; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi 

dan mulut, serta kesehatan jiwa dan NAPZA; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala 

Bidang. 

 

Bagian Kelima . . . 
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Bagian Kelima 

Bidang Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 11 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional, koordinasi serta evaluasi di bidang pelayanan 

kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, 

pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan 

kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, 

jaminan kesehatan serta penanggulangan bencana bidang 

kesehatan. 

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan 

rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan 

kesehatan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan 

rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas 

pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan 

lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan 

dan jaminan kesehatan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan 

primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan 

kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, 

mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan 

jaminan kesehatan; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan 

rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas 

pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan 

lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan 

serta jaminan kesehatan; 

e. pelaksanaan . . . 
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e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan 

kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, 

fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, 

kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang 

kesehatan dan jaminan kesehatan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

Pasal 12 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

pelayanan kesehatan primer meliputi Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas),  Puskesmas Pembantu, 

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), klinik dan praktek 

perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas 

pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk 

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 

b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan 

tentang program pelayanan kesehatan primer meliputi 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, klinik 

dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan 

fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah 

termasuk DTPK; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program 

pelayanan kesehatan primer dan koordinasi meliputi 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, klinik 

dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan 

fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah 

termasuk DTPK; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pelayanan kesehatan primer dan koordinasi 

meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, 

klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi 

dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua 

wilayah termasuk DTPK; 

e. menyiapkan . . . 
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e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pelayanan kesehatan primer meliputi 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, klinik 

dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan 

fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua wilayah 

termasuk DTPK; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan 

kesehatan primer meliputi Puskesmas, Puskesmas 

Pembantu, Ponkesdes, klinik dan praktek perorangan 

serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan 

primer di semua wilayah termasuk DTPK; 

g. menyiapkan bahan koordinasi tentang program 

pelayanan kesehatan primer meliputi Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, klinik dan praktek 

perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas 

pelayanan kesehatan primer di semua wilayah termasuk 

DTPK; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer 

meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, 

klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi 

dan fasilitas pelayanan kesehatan primer di semua 

wilayah termasuk DTPK; 

i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

pertolongan pertama pada kecelakaan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan 

untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer; 

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang jaminan kesehatan primer; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

 

 

(2) Seksi . . . 
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(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat 

darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu 

dan akreditasinya; 

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan program 

pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat 

darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu 

dan akreditasinya; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program 

pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat 

darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu 

dan akreditasinya; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, 

gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu 

dan akreditasinya; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, 

gawat darurat terpadu, kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan termasuk fasilitas mutu 

dan akreditasinya; 

f. menyiapkan . . . 



- 19 -  

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi program pelayanan 

medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat 

terpadu, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan 

bencana bidang kesehatan dan pengelolaan rujukan 

dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit 

pendidikan termasuk fasilitas mutu dan akreditasinya; 

g. menyiapkan bahan koordinasi program pelayanan 

medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat 

terpadu termasuk Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT) kecelakaan lalu lintas, 

penanggulangan bencana bidang kesehatan, dan 

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, 

serta rumah sakit pendidikan  termasuk fasilitas mutu 

dan akreditasinya; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan program pelayanan medik dan 

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, 

kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang 

kesehatan dan pengelolaan rujukan dan pemantauan 

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan termasuk 

fasilitas mutu dan akreditasinya; 

i. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi perizinan 

untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

pemantauan dan evaluasi unit transfusi darah; 

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang jaminan kesehatan rujukan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

 

Bagian Keenam . . . 
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Bagian Keenam 

Bidang Sumber Daya Kesehatan 

 

 Pasal 13 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional di bidang kefarmasian, instalasi farmasi, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta 

sumber daya manusia kesehatan. 

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan  

tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) mempunyai 

fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

kefarmasian, instalasi farmasi, alat kesehatan, 

perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya 

manusia kesehatan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di 

bidang kefarmasian, instalasi farmasi, alat kesehatan, 

perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya 

manusia kesehatan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, 

instalasi farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan 

rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

kefarmasian, instalasi farmasi, alat kesehatan, 

perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya 

manusia kesehatan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang kefarmasian, instalasi farmasi, alat kesehatan, 

perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya 

manusia kesehatan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14 

(1) Seksi Kefarmasian  sebagaimana  dimaksud  dalam                  

Pasal  3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan 

distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, 

makanan dan pelayanan kefarmasian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan 

tentang program pembinaan dan pengendalian tata 

kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat 

tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan 

kefarmasian; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program 

pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan 

distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, 

makanan dan pelayanan kefarmasian; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pembinaan dan pengendalian tata kelola, 

produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, 

kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program pembinaan dan pengendalian tata kelola 

produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, 

kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi program pembinaan 

dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi 

obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan 

pelayanan kefarmasian; 

g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, 

pengendalian dan evaluasi tata kelola produksi dan 

distribusi obat publik obat tradisional, kosmetika, 

makanan dan pelayanan kefarmasian; 

h. menyiapkan . . . 
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h. menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, 

produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, 

kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian; 

i. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, 

pengelolaan serta pelaporan obat buffer provinsi, obat 

program kesehatan, obat untuk penanggulangan 

Kejadian Luar Biasa dan Bencana, dan obat yang 

bersifat insidentil; 

j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan 

pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil 

obat tradisional; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala 

Bidang. 

(2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program 

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan 

tentang program perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan dan pengembangan sumber daya 

manusia kesehatan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program 

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 

d. menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur 

tetap program perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan dan pengembangan sumber daya 

manusia kesehatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap 

program perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 

f. menyiapkan . . . 
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f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

bimbingan teknis dan supervisi program perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan 

sumber daya manusia kesehatan; 

g. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan dan 

pengendalian perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan dan pengembangan sumber daya 

manusia kesehatan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi tentang perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan 

sumber daya manusia kesehatan; 

i. menyiapkan bahan penyusunan peta sumber daya 

manusia kesehatan; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, 

pengawasaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan 

bidang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 

k. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan 

standarisasi tenaga kesehatan, pendidikan 

berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional; 

l. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga 

kesehatan; 

m. menyiapkan bahan koordinasi penilaian angka kredit 

jabatan fungsional rumpun kesehatan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala 

Bidang. 

 

BAB IV 

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DAN UPT 

 

Pasal 15 

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan 

fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan UPT sebagaimana  dimaksud  

dalam  Pasal  3 ayat (1) huruf g masing-masing ditetapkan 

dalam Peraturan Gubernur tersendiri. 

BAB V . . . 
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BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, 

huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, dan 

huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, 

huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3 

terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana 

fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup 

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melaksanakan tugas membantu pejabat administrator 

dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

pada satu kelompok substansi pada masing-masing 

pengelompokan uraian fungsi. 

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator  

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan oleh Gubernur 

 

BAB VI  

PENGISIAN JABATAN 

 

Pasal 17 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 

dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul 

Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat . . . 

 

 

 



- 25 -  

(2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrator dan jabatan pengawas pada 

Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan 

kompetensi: 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat 

Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) 

huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara 

teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada              

ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

struktural atau manajemen dan pengalaman 

kepemimpinan. 

(7) Kompetensi sosial  kultural  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan 

budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, 

hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan 

umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi serta etika pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan            

ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB VII . . . 
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BAB VII  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang 

ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 

sampai dengan ditetapkannya: 

a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan 

jabatan; dan/atau 

b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 21 

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat 

dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 22 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

 
GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

 
ttd. 

 
 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  30 Desember 2021 
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                    Dr. Ir. HERU TJAHJONO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 89 SERI E. 

Diundangkan di Surabaya  

pada tanggal   30 Desember 2021 

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

ttd.



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

BIDANG                               

PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT

UNIT ORGANISASI 

BERSIFAT KHUSUS
UPT

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SEKSI KESEHATAN 

LINGKUNGAN, KESEHATAN 

KERJA DAN OLAHRAGA

SEKSI PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT 

TIDAK MENULAR  DAN 

KESEHATAN JIWA

SEKSI PELAKSANAAN 

PELAYANAN KESEHATAN 

RUJUKAN

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA 

DAN GIZI MASYARAKAT

SEKSI PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT 

MENULAR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

BIDANG                                  

SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN 

PRIMER

BIDANG                             

PELAYANAN KESEHATAN

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

ttd.

KEDUDUKAN, ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SUBKOORDINATOR           

DAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG                                  

KESEHATAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


	2021PERGUBJATIM089.pdf (p.1-28)
	2021PERGUBJATIM089 LAMP.pdf (p.29)

